BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUFATI SITUBONIX)
NOMOR €% TAHUN 2918

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA KEDUA (SECOND CITY)
DI KABUPATEN SITURONDMO

BUFATI SITUBONDO,

Menimbang ! s  bebwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasen
yeng herpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayal, imstigueangi
kesenjangan pembangunan antwr wileyah dan untuk mendorong
perimmbubzan  antar  wilaysh daereh  perle  didakukan  upaya
pengembangzn kawasan di daereh;

b. bahwa dealam rangks mewujudkan keterpaduan pembangunan antar
sektor, daerah, dan masvarakai maka penpgembmngan  wilayah
mervpekan ahan  lokasi pengembangan yang  dilaksanakan
pemerititab, masyarakat, dan/atau dunis usaha;

¢. bahwa dalam mngka mengembangaitkan sistem pusat pelayanan secars
hirarkis melalui penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan
(PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) den Puosat Pelayanan
Lingkungan (PPL) tenmtegrasi dengan Pusat Kegiaten Lokal (PKL)
yang sudah diteninken dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi,

d. bahwa sebagai pelakssnaan Undang-Undang Nomer 26 Talnm 2007
tentang Penataan Ruang dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayak Kabupaten Sitobondo, perlu diatur pengembangan Kota
Kedua (Yecond {ftw) di wilayah Kabupaten Situbondo;

¢. babwa berdasarkan pertimbang:n sebagaimana tersebut pada huruf a,
huruf b, horuf ¢ den hurof d kopsideran ini, periu menetapkan
Pengembangar Kota Kedua (Second Ciry) di Kabupaten Sitehomdo
dengan Peraturan Bupati,

Mengingat > 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 temang Pembentukan
Dacrah-dacrah  Kabupaten dalam Lingkimgan Propinsi Jawa
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 1950} Nomot 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor & dan Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana teleh
divbah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1963 Nomor 19, Tambaban
Lembarzm Neyara Republik Indopesia Nomor 2730,

2. Undang-Undang Nomor 10 Talmm 2004 tentag Pembentukan
Peraturan Penumdang-mmdangan (1 embarzn Negara Republik Indonesia
Teahon 2004 Nomor 53, Tambghan Lembaran Negarm Republik
Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Momor X5 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lemberan Negam Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
schagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 temang Perubaban Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah
{(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 17 7Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangke Panjang Masional Tabun 2005-2025 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembarun Negara Republik Indunesia Nomor 4700);

Undang-Undang Momor 26 Tahun 2007 temtang Penataan Ruang
(Lembaran Negera Republit Indonessa Tahun 2007 MNomor 68
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomar 4725);

Perahwran Pemetintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan nama
dan Pemindahan Tempat Kedudukan pemerintah Daersh Panarukan
{Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 1972 Nomor 38);

Yeraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2045 temtang Pengelolasn
Keuangan Daersh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tembahan Lewmbearan Negam Repoblic Indonegia Nomor
4578} ;

Peratoran Perverintah Nomor 79 Tahup 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturzn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
[fruzan Pemerintahan antarm Pemerintah, Pemermishan Daersh
Propinst, dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota {I.cmharan Megara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B, Tambahan [Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 473 7);

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2008 tentang Tahapar, ‘|ata cara
Penyusunan, Penpedahan din  Evaluasi | Pelakssnam  Rencana
Pembangunan Dacrah (lembaran WNrgara Republik Indonesia Taban 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indemesss Nomor
4317y,

Peraturzn Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 2006 tontang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daciah:

Perarwran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Talun 2006 tentang
Prossesdur Produk Hukum Daexaly:

Peraturan Menieri Dalam Meperi Nomor 13 Tehun 2006 teniang
Pedoman Pengelolaan Kenangan Daersh sebagaimana telah divhah
demgan Peraturan Mentend Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011
teniang Perubahan Kedua Aias Peraturan Menieri Dalam Negeri
Nomor 13 Tabhun 2006 fentang Pedoman Pengelolaan Kenangan
Dacrah (Rerita Negara Republik lndonesin 201t Nomeor 310;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Takun 2008 tentang
Urasan Pemerintah Kabuwpaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situboodo Tabhun 2008 NMomor 2);

r



Menctapkan

15 Pemturan Pemerintah Numor 15 Tahum 201 tentang Penvelenggaraan
Penataan Ruang (I.embaran Negara Bepubiik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
5103).

MEMUTI/SKAN :

PERATURAN BUPAT]I TENTANG PENGEMBANGAN KOTA
KEDUA (SECOND CITY) DI KABUPATEN SITUBONDO.

BARI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dialam peraturan ini yang dimakswd dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintgh Kabupaten Sinubondo.

3. Bupat adalah Bupad Situbondo.

4. Wilavah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserin
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
herdasarkan aspek sdministrasi danfatan aspek fungsional.

5.  Kawssanm adalah wilaysh yang memiliki fimgsi utama lindung
dan/atan budidaya.

6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata mang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7.  Struktor Rusng adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarans dan sarana yang berfunpsi schagai pendukung
kegintan sosial skonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki
hubungan fongsional.

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suaim wilayah
varg mcliputi peruntuken mang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi bodidaya,

¢, Kawasan Strategis Kabupaten adalsh wilayah yang penabam
ruanginya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
dalam lingkup Kabupaten terhadap eckonomi, social, budaya
dan/atan linglamgam.

I0. Kota Kedua (Serond City) adalah pusst kegiatan lokal yang
dipromosikan (PKLp) di Kabupaten Situbondo vany memiliki skala
pelayanan Kabupaten atan beberapa Kecamatan sebagai Pasal Kegiatan.

11, Rencana Induk adalsh repcana pengembangan kawasan strategis di
dacrah kabupaten, yang memuat kebijakan dan siraieg pengelolasn
potensi, masalah dan pelusng pengembangan kewasan, yang
disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan
jangke menengah dalam kurun wakin lima twhunan, yang

12. Rencana Tindak adalah remcana implementasi pengembengen
kawassn stralegis di deerah kabupaten yarg disusun secars tahunen
dengan mengacy pada tshapan pembangunan  lima  tabunan
schagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memusi matriks
rencana programy  dan  kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan,
instansi/pelaksana, proyeksi  kebutuhan pendanaan, sumber
pendanaan, ourput, outcome, dan indicator keberhagilan,
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13.  Kawasan adstah wilayzh dengsn fimsi itama lindung aton budidaye:

14. Kawesan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
wams untuk  dibudidayakan atas dasar kendisi dan potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan,

5. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
ulima bukan perianian dengan susunan fungsi kawasan temnpat
permukiman perkodaan, pemnsatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan keygiatan ekonomi.

16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yany mempunyai kegiatan
utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan
susunan [ungsi kawasan sebagni tempat permyukiman pedesaan,
pelayanan jaza pemenntahan, pelayanan sosial dan  kegiatan
ckonomi.

17. Kawasan Agropolitan adalah kawasan vang terdini atas satu atau
lebih pusat kegiatan pada wilayah penlesaan sebagai sistem
produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang
ditumjukkanr oleh adanya keterkarlen fungsional dan hiermrkd
keruangan satuan sistem permukiman dan sisiem agrabisnis.

18. Kawasan Strategis WNasional, adalah wilayah yanp penataan
Tuanpgnya diprioritaskan karena mempunyai pengarah sangal penting
secara nasional terhadap kedanlatan Megara, pertoshanan dan
keamanan Megara, ekonomi, sosial, budaya danfatau lingkungan,
termasuk wilayah yang tetah ditetapkan sebagai warisan dumia

19. Kawasan Strategis Daerah, adalah wilayeh vang penatann roangnys
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sengat penting dalam
lingkup Kabupaten terhadap ckonomi, sosial, budaya dan/atan
lingkungan.

BABRII

FRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN
KOTA KEDUA {SECOND CITY)

Hagise Kesntn
Prinsip

Fanal 2

Prinsip Penpgembangan Kota Kedua (Second (Ciy) di  Kabupaten

Situbondo meliputi:

a. Pengembangan pusat pelayanan mma mendorong perfumbuhan
ckonomi wilavah yang mendukung pelayanan dasar snasyarakat,
perkembangan industri, dan pertanian;

b. Sebagai pusat pelayanan umum selain Kota Situbonde bagi
kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengarubnya

Bagian Kedna
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Pengembangan Kota Kedua (Second (i) di Kabupaten

Situbowklo adalah :

a  Mendorong peningkatan kerjasama pembanpunan antar wilayah
secara fimgsional, dan antar dacrab yang relative sudab berkembang
dengan dacrah tferlinggal di sekitamyz dalam spatn keterpaduan
sistem wilayah pembangunan;
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h. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daersh
kabupaten bagi  peningkatan  perekonomian  deersh  dan
kescjaliteraan  masyarakat, yang berwawasan  kelestarian
lingkumgan; dan

¢c. Mencipakan perwujudan  keterpaduan, keseimbangan  dan
keserasian pertumbuhzn antar wilayah

EAR 111

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA KEDUA (SECOND CITY)

Pasal 4

Suam wilayah yang peratean ruangnya dipeioritaskan karenz memiliki
pengurul sangat penting bagl wilayah di sckitarays sebagai penggemk
dan pendorong perimbuhan ekonomi wilavah datam lingkup Kabupaten
Situbondo dapat ditetepken untuk dikembangksn memjadi kawasan
strategis cepat fumbuh daerah.

Fasal §

Pengembangan Kota Kedua (Secomd Cin) di Kabupaten Situbondo

ditetapkan berdasarkan:

r  Fokiow-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang
memiliki kekhususan;

b. Kawasan straiepis masiona] dan kawasan strategis provinsi yang ada
di wilayah kabupaten;

c. Dapat berhimpitzn dengan kawasan siralogis nasional, maupun
harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda sema hams
wla pembagian kewenanpgan antara pemertmah pusat, pemerimtzh
provinsi, dan pemerimiah kabupaten yang jelas;

d. Kawssan yang memiliki nila sirategis ckonomi yang berpengarub
tethadap pertumbuhan ckonomi kabupatem yaitu merupakan
aglomerasi barbapad kepiatan ekonomi;

e.  Kawasan yang mealiki nilai strategis pendayagunasn sumber daya
atarn dan/atau teknologl tinggi di wilayah kabupaten, antara lain
kawasan yang memiliki nilai strategis laimiya yang sesuai dengan
kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten;

f  Untuk mewadahi pensitsan tuang kawasan yang tidak bisa
terakomodasi dalam rencans giruktur rusng dan rencana pola Tusng.

Passl 6

Pembagian dan penetapan Pengembangan Kota Kedua {Second City} di
Kabupaten Situbondo adalah Kecamatan Ascmbagus dan Kecamatan
Besuki



BAB IV

ARAHAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Janghanan Pelavanam Wilayak Asembagus

Pasal 7

Jangkanan pelayanan wilayah Asembagus, meliputi Kecamatan Arjasa,
Kecamaten Jangkar, Kecamaian Ascmbagus, dan Kecamatan Banyuputih.

Bagian Kedoa
Arakan Pengewbangan Kecamatan Asembagus

Pasal 8
(1) Pengembangan kegiatan pelayanan nnmum yang melipati:

a. Pusat pemerintahan kecamatan;

b. Sarana dan prasarana pendukung perkotann;

¢. Penmingkatan fasililas pelayanan dasar bagi masyarakat di sektor
Pendidikan dan Keschatan;

d. Sebapmi pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan
disiribusi  hasil-hasil bwni dan kecamatan-kecamatan yang
menjadi wilayah pengaruhnya.

(2} Pengembangan Kegialan Pertanian dan Perkebunan.
{3} Pengembangan Kehutanan,
{4) Pengembangan kegiatan budidaya numput laut,
(5} Pengembangan kegiatan industsi pernbuatim kapal kayu.
(6) Pengembangan pusat perikanan tmykap.
Bagian KetiFa
Jangkanan Pelayanan Wilayah Besukd

Pasal 9

Jangkauan pelayanan wilayah Besuki meliputi, Kecamatan Bamyuglugur,
Kecamatan Jetibanteng, Kecamnatan Besuls, Kecamalan Sumbermalang,
Kecamatan Suboh, Kecamatan Mlandingan, dan Kecamatan Bunggtan

Raginn Keempat
Argham Pengembangan Kecamatan Besuki

Panad 10

{11 Pengembangan kegiatan pelayanan nmum yang meliputi:

a. Pusat pemenntahan Kecamalan;

b. Sarana dan prasarana pendukung perkotaan;

¢. Penmingkatan fasilitas pelayznan dasar bagi masyarakal di sektoe
Pendidikan dan Kesehatan;

d. Sebegai puset perdagangan dan jasa meupun koleksi dan
distibusi hasil-hasit bumi dan  kecamatan-kecamatan yang
menjadi wilayah pengarubnya;

(3) Pengembangan kegiatan pariwisata alam pamtai dan  sarane /
prasarana penunjangnya.



{4) Pengembangan kegiatan imldusirt pengolahan hasi pertkanan.
(5} Pengembangan perikanan laat.
{f) Pengembangan kchatanan.

{1 Pengembangan kegiaten pertanian dan perkebunan (tembakau, kopi
dan tanaman holtikultura).

Passal 11

Pengembangan Kota Kedua (Secomd City) di Kabupaten Sicubondo
schagai bahan perencansan safuan kemja terkait sespai  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTLUP

PFaxal 12

T'eraturan Bupati ini mulai berlaku puda tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatanmya dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

GIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal | { |
.SEKRET RAH
KARIUPATEN ONIM),

I WLIONO, ST, M.M
Pembina Tama Muda
NP, 1954 101¢ 197603 1 0L0

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDOD TAHUN 2410 NOMOR K%
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